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ABSTRACT

Tujuan penelitian adalah: 1) Mendeskripsikan mekanisme dan pelaksanaan penggunaan dana desa. 2) Menjelaskan Tata Kelola Penggunaan Dana Desa dari segi aspek, yaitu 1) Partisipasi. 2) Transparansi. 3) Akuntabilitas. 4) Efektivitas. Penelitian ini dilakukan di 6 Nagari di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini Penelitian Analisis Tata Kelola Penggunaan Dana Desa di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dilaksanakan selama 3 bulan mulai Juli-September 2019. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diambil dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. . Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dibuktikan dari 1) Penerapan transparansi oleh pemerintah nagari cukup baik dalam Pengelolaan Dana Desa. 2) Implementasi Akuntabilitas dalam Pemerintahan Penggunaan dana Desa oleh pemerintah desa cukup baik. 3) Pelaksanaan partisipasi pemerintah desa yang ada belum maksimal pada saat adanya Undangan Nagari Musrembang untuk menentukan arah pengembangan nagari dalam penggunaan dana desa, belum 100% tetapi baru menyentuh 71,4% masyarakat yang hadir di musrembang nagari. 4) Penerapan efektifitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan efisiensi dan penghematan dalam penggunaan dana dan alokasi dana lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. sehingga pengabdian masyarakat desa dikatakan baik. Dari kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Pesisir Selatan sudah cukup baik dengan menerapkan prinsip dan aturan mengenai efektivitas.
Kata kunci: Tata Kelola. Dana Desa
Kehidupan hukum formal desa diakui dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa Desa adalah kesatuan hukum masyarakat yang berwenang mengurus dan mengurus urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak adat, dan nama lain. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengurus dan menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak adat, dan nama lain. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015 pasal 34 ayat 2 tentang penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang. pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Meskipun keduanya diperuntukkan bagi desa dan merupakan sumber pendapatan desa (Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), namun penyaluran dana desa dan dana desa tidak sama. Sebagai informasi, dan seperti dikutip dari 'buku' Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Telekomunikasi 'Dana Desa untuk Membangun Indonesia (Pertanyaan dan Jawaban Dana Desa)' Transmigrasi (Kemendesa).Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk mendukung desa. Desa setiap tahun menerima dana desa dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui kabupaten / daerah. Dana desa diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan proyek. 
Dana desa akan terus disalurkan oleh Pemerintah Pusat sepanjang berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Setiap tahun, dana desa disalurkan melalui APBD Kabupaten / Kota untuk mendukung pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan usulan hak dan kewenangan desa skala lokal, yang harus diberlakukan setiap tahun anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat. 2 L 2 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Meskipun mekanisme desa transfer dana dilakukan melalui kabupaten / kota, semua dari mereka harus disalurkan ke desa tanpa mengurangi sama sekali. Rekening Kas Umum Daerah / Kas Daerah dan Rekening Kabupaten / Kota Timah (RKUD) hanya dipesan sebagai tempat penyimpanan sementara dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat. Besaran dana desa sepuluh persen (10%) dari dan luar Transfer Daerah (atau lebih) yang dialokasikan dalam APBN secara berjenjang
Tujuan ekonomi dari peningkatan produktivitas pedesaan adalah untuk mengurangi kemiskinan pedesaan, yang merupakan salah satu tujuan pertumbuhan desa Kedua, tujuan sosial bertujuan untuk memastikan bahwa kesejahteraan penduduk desa terdistribusi secara merata Ketiga, prioritas budaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas secara keseluruhan kehidupan di daerah pedesaan. Keempat, sasaran kebijakan adalah meningkatkan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat pedesaan dalam kegiatan pembangunan serta pemanfaatan dan pengembangan hasil pembangunan (Nurman, 2015: 241). 

Besarnya alokasi dana desa sama dengan dana desa, yaitu sebesar 10 persen (10%). Namun alokasi dana desa bersumber dari DBH dan DAU yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota. Alokasi alokasi dana desa untuk masing-masing desa dan tata cara penggunaannya diatur melalui Bupati / Walikota setiap tahunnya. Penggunaan dana desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 yaitu: Dana Desa diutamakan untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan swakelola dengan menggunakan sumber daya / bahan baku lokal, dan berupaya untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat setempat. Pengertian Desa di atas menempatkan Desa sebagai organisasi pemerintahan yang secara politik memiliki kewenangan tertentu untuk mengatur dan mengatur warga atau masyarakatnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pemerintahan dan pembangunan nasional secara luas. Desa berada di garda terdepan dalam mencapai keberhasilan dalam segala hal dan program pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan agar pendapatan desa di DD selain bersumber dari pendapatan asli desa juga dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten / Kota dan Alokasi Dana Desa. (DD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten / Kota. Besarnya alokasi anggaran langsung ke desa ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Kemudian dibagi menjadi setiap desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dengan demikian, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang melibatkan peran pemerintah sebagai penyedia layanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa, hal ini diatur dalam Permendagri. Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa pada Bab 1 Bagian Kedua Pasal 2 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran.
Kebijakan pemerintah berorientasi pada kepentingan umum. Menurut Lijan Poltak Sinambela (2011: 36) menyatakan bahwa kunci utama pengelolaan kebijakan publik yang berkualitas adalah tingginya intensitas partisipasi masyarakat. Karena validitas setiap kebijakan publik dari pemerintah terletak di sana. Dialog dengan publik merupakan kebenaran suatu kebijakan dan menjadi wahana utama kebijakan yang siap digunakan. Pelaksanaan pemerintahan desa, perlu adanya kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa, rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor terpilih memiliki arti penting dalam mempengaruhi sejumlah orang
Menurut Mardiasmo (2004) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berserikat dan berbicara serta partisipasi yang konstruktif. Partisipasi Komunitas adalah keterlibatan seseorang atau sekelompok (komunitas) yang secara aktif berkontribusi secara sukarela pada suatu program pembangunan, seperti terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. 
Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten / kota. Ketentuan terkait perencanaan pembangunan desa selanjutnya diatur dalam Pasal 4 sd 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Salah satu penentu utama keberhasilan upaya di atas adalah partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pembangunan desa. Ia meletakkannya pada partisipasi masyarakat karena: pertama, masyarakat desa lebih tahu tentang apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Kedua, masyarakat desa lebih mengenal kondisi desa, baik kondisi alam (lingkungan fisik dan fenomena alam) maupun sosial. Ketiga, rasa tanggung jawab masyarakat desa terhadap pelaksanaan dan hasil pembangunan desa mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga evaluasi. Pembangunan desa harus didukung oleh dana yang tersedia. Pendanaan merupakan faktor yang paling menentukan implementasi ide-ide pembangunan dari masyarakat. Pada tahun 2000, Pemerintah menetapkan kebijakan Dana 
Tujuan penelitian adalah: 1) Mendeskripsikan mekanisme dan pelaksanaan penggunaan dana desa. 2) Mendeskripsikan Tata Kelola Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah berjalan dengan baik. dilihat dari aspek 1) Partisipasi. 2) Transparansi. 3) Akuntabilitas. 4) Efektivitas.
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan di 6 Nagari yaitu, Nagari Puluik-Puluik, Kota Ranah, Muaro Aie, Pancuang Taba, Puluik-Puluik Selatan dan Limes Gadang Pancuang Taba di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan. Saat Penelitian Analisis Tata Kelola Penggunaan Dana Desa di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu dari Juni 2019 hingga September 2019. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diambil dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. 

HASIL DAN DISKUSI 
Kecamatan IV Nagari Bayang Utara terdiri dari 6 desa yaitu Puluik-Puluik, Puluik-Puluik Selatan, Muaro aie, Pancuang Taba, Limau Gadang. Kepadatan penduduk di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara 7.277 jiwa terdiri dari 3.475 laki-laki dan 3.802 perempuan. Panjang jalan di Kecamatan Bayang Utara hingga akhir tahun 2017 tercatat sepanjang 135 Km, terdiri dari jalan aspal 49 Km, jalan diperkeras 35 Km dan jalan tanah 51 Km. Sedangkan jumlah jembatan di Kecamatan Bayang Utara sekitar 20 buah. Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Bupati Nagari Bayang Utara sangat ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi organisasi dan aparatur. Selain itu keberhasilan juga akan sangat ditentukan oleh Rencana Kerja dengan memperhatikan semua dukungan dari berbagai sumber daya organisasi dan lingkungan organisasi, interaksi berbagai sumber daya tersebut pada akhirnya akan menentukan perumusan strategi dan target kinerja. Dengan kata lain melalui rencana kerja akan diketahui sejauh mana pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana kerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan untuk menentukan strategi yang tepat untuk mencapai maksud dan tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik.
Dari laporan Rekapitulasi Penyaluran Dana Desa di Desa / Nagari Kabupaten IV Nagari Bayang Utara Tahun Anggaran 2017-2018 dijelaskan bahwa dana desa untuk masing-masing nagari berbeda pada tahun 2017 terdapat nagari yang memperoleh dana desa paling rendah Desa Nagari / Koto Ranah 773.118.838 dan yang tertinggi adalah Nagari atau Deasa Pancuang taba 906.875.048 dan total Dana Desa di kecamatan pada tahun 2017 adalah 4.823.193.053 sedangkan untuk dana desa tahun 2018 desa yang paling banyak menerima dana desa yaitu desa Pancuang Taba dengan 1.122.066.000 dan desa yang menerima dana desa paling sedikit adalah Desa Muaro Aie yang menerima dana desa 735.921.000 dan total Dana Desa di kecamatan pada tahun 2018 adalah 5.524.668.000 

Pemanfaatan dan penyajian realisasi desa terbesar pada tahun 2017 terdapat di desa ranah Koto dimana realisasi desa 100% dan realisasi desa terendah adalah desa Muaro Aie yaitu 96,62 persen dan rata-rata realisasi desa di kecamatan pada tahun 2017 sebesar 99,3%. Sedangkan penyajian realisasi penggunaan dan desa terbesar tahun 2018 adalah Desa Puluik-Puluik, realisasi desa sebesar 98,0% dan realisasi desa terendah adalah desa limadang gadang yaitu 87,7% dan rata-rata realisasi desa di kecamatan pada tahun 2017 yaitu 94% 

Dana desa yang dialokasikan setiap tahun selalu mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 4.823.193.053 tahun 2018 menjadi 5.524.668.000 sedangkan realisasi penggunaan dana desa menurun pada tahun 2017 99,3% turun pada tahun 2018 menjadi 94%. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatan diatur melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). MusrenbangNag merupakan forum diskusi pengusulan rencana pembangunan di tingkat desa berdasarkan prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Nagari (P3MNag). Prinsip ini menuntut keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penentuan pembangunan yang akan dilakukan, terutama yang berada di nagari terkait, agar benar-benar merespon kebutuhan / aspirasi yang berkembang
Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip partisipasi terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat merasa lebih berkembang. Dengan demikian secara bertahap masyarakat akan terpenuhi sebagai subjek pembangunan. Asas partisipasi (Tjokroamidjojo, 2000: 78) adalah keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mewakili kepentingannya. Oleh karena itu untuk melaksanakan tingkat partisipasi masyarakat pedesaan harus dimulai dari konsep pemberdayaan yang didalamnya proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu; Pertama: proses pemberdayaan yang menekankan pada proses pemberian dan pemindahan suatu kekuatan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya. Kedua: menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan atau pemberdayaan atau menentukan pilihan apa saja melalui proses dialog. Pelaksanaan program dana desa di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan juga dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menitikberatkan pada proses motivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Penerapan prinsip partisipasi juga dibuktikan dengan hasil wawancara: “Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sebagian besar mengikuti musyawarah desa terkait pembangunan. Kecuali agar kita bisa belajar bersama dengan kecamatan dan aparat nagari, juga agar bisa ikut menentukan pembangunan apa yang akan dilakukan di desa. ”
Jika dilihat dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan penggunaan dana dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan data sampel tingkat kehadiran masyarakat di Kecamatan dan Musrembang Musyawarah Nagari di 6 (enam) desa / nagari di wilayah Nagari, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu Puluik-Puluik, Puluik-Puluik Selatan, Muaro aie, Kota Ranah, Pancuang taba, Limes gadang sebagai berikut. Tabel 1 Secara keseluruhan rata-rata persentase kehadiran dan kehadiran masyarakat di Kabupaten Musrembang dan Musrembang tingkat 6 Nagari adalah sebagai berikut:
	No
	Musrembang
	Jumlah
	Jumlah
	%

	
	
	Undangan
	Persen
	

	1
	Kecamtan
	294
	235
	79,93

	2
	Nagari Puluik-Puluik Selatan
	57
	45
	78,95

	3
	Nagari Limau Gadang 
	51
	34
	66,67

	4
	Nagari Muaro Aie
	46
	34
	73,91

	5
	Nagari Pancuang Taba
	71
	50
	70,42

	6
	Nagari Koto Ranah 
	69
	58
	84,06

	7
	Nagari Puluik-Puluik 
	77
	57
	74,03

	
	Jumlah
	665
	513
	71,4


Dari data tersebut tingkat partisipasi (kehadiran) dalam pengambilan keputusan masih tergolong tinggi yaitu diatas 71,4%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran / tingkat kesadaran masyarakat dalam musyawarah nagari Kabupaten dan Musrembang di 6 (enam) desa / nagari di wilayah Nagari, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu Puluik-Puluik, Puluik-Puluik Selatan, Muaro Aie, Ranah Kota Pancuang Taba, Kecamatan Limau Gadang IV Nagari Bayang Utara dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Padahal ada beberapa tokoh masyarakat yang datang hanya untuk memenuhi undangan musyawarah desa. Namun kehadiran ini dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menetapkan agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Susunan nama perangkat nagari dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

Sebagai program atau kegiatan siklus tahunan, dana desa dilakukan setiap tahun. Oleh karena itu, proses pelaksanaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Hal ini dirasakan sebagian orang sebagai hal rutin yang tidak memberi makna, kecuali hanya sebatas memenuhi aspek formal dan normatif belaka. Sehubungan dengan hal tersebut ada tokoh masyarakat yang mengaku selalu mengikuti proses perencanaan dana desa namun hanya mengikuti guna memberikan semangat dan motivasi kepada anggota masyarakat lainnya.
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil dan pemulungan dari penelitian yang telah dilakukan dapat dilanggar dari 1) Penerapan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah nagari di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisit Selatan cukup baik dalam Pengelolaan Dana Desa. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator transparansi yang belum diterapkan secara maksimal, seperti salah satu Nagari Limau gadang yang belum menjelaskan penggunaan dana desa kepada masyarakat. 2) Implementasi Akuntabilitas dalam Pemerintahan Penggunaan dana Desa oleh pemerintah desa di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisit Selatan sudah cukup baik. Namun masih terdapat beberapa indikator akuntabilitas yang belum diterapkan secara maksimal, ada beberapa nagari yang belum melaksanakan Verifikasi SPP di Kecamatan dalam penghimpunan dana desa, padahal Verifikasi SPP di kecamatan menjadi salah satu syaratnya. dalam penarikan dana desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015. 2015. 3) Pelaksanaan partisipasi pemerintah desa di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisit Selatan masih belum optimal, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dana karena partisipasi aktif masyarakat yang hadir pada ajakan nagari musrembang untuk menentukan arah pembangunan desa dalam penggunaan dana desa tidak 100% tetapi hanya menyentuh 71,4% masyarakat yang hadir pada musrembang nagari. 4) Penerapan efektifitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan efisiensi dan penghematan dalam penggunaan dana dan alokasi dana lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. sehingga pengabdian masyarakat desa dikatakan baik. Dari kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Pesisir Selatan sudah cukup baik dengan menerapkan prinsip dan aturan mengenai efektivitas. Namun untuk asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa belum dilakukan secara maksimal baik di sisi pemerintahan desa maupun dari sisi masyarakat. 
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